PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 2 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa kawasan lindung adalah bagian ruang wilayah Provinsi
Jawa Barat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
mempunyai arti penting bagi kehidupan secara menyeluruh,
mencakup ekosistem dan keanekaragaman, untuk
meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan,
manfaat sumber daya alam serta nilai sejarah dan budaya
secara berkelanjutan;

b. bahwa kawasan lindung harus dikelola dengan penuh tanggung
jawab menggunakan pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS)
dan lebih meningkatkan peran masyarakat termasuk masyarakat
adat, serta berprinsip pada nilai-nilai kearifan adat budaya
daerah;

c. bahwa kondisi kawasan lindung Jawa Barat mengalami
degradasi yang serius baik kualitas maupun kuantitasnya,
penyusutan luas dan meningkatnya lahan kritis akibat tekanan
pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, konflik penguasaan
pemanfaatan lahan serta berkurangnya rasa kepedulian dan
kebersamaan:;

d. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Banten telah
mengakibatkan perubahan wilayah administratif Provinsi Jawa
Barat yang berpengaruh terhadap luasan kawasan lindung Jawa
Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung di Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Barat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf b, ¢, dan d tersebut di atas, perlu meninjau kembali
pengaturan mengenai kawasan lindung, yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan
Kawasan Lindung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok
Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
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Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar
Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3478);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3501);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3888) jo. Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4412);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4377);

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4411)

15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4433);

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan
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Lembaran Negara Nomor 3441);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3445);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Zonasi Pemanfaatan Taman
Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3550);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3776);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,
Pemanfaatan Hutan dan Pengawasan Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4206);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan
Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4242);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang
Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 677);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan
Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-11/2004
tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-11/2001 tentang
Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi
Kawasan Hutan;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 390/Kpts-11/2003 tentang
Tata Cara Kerjasama di Bidang Konservasi Sumberdaya Alam
Hayati dan Ekosistemnya;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
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Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004
tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN
LINDUNG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerabh.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Instansi Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal dan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN).

6. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan
pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

7. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam,
sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan
pembangunan berkelanjutan.

8. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung air
hujan, menyimpan dan mengalirkannya ke danau atau ke laut secara alami, yang
batasnya di darat merupakan pemisah topografi, sedangkan di laut sampai dengan
daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

9. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah
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banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan
tanah.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai
fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta
ekosistemnya.

Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang
kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun
tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Kawasan Berfungsi Lindung di Luar Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan yang
memiliki nilai perlindungan terhadap daerah bawahannya, yang tidak selalu harus
berupa hutan.

Kawasan Resapan Air adalah daerah bercurah hujan tinggi, berstruktur tanah yang
mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air
hujan secara besar-besaran.

Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk pada
sungai buatan/kanal/saluran/irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kawasan Sekitar Waduk dan Situ adalah kawasan tertentu di sekililing waduk dan
situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi
waduk dan situ.

Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena
proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan/atau lahan timbul, serta
penguasaan tanahnya dikuasai negara.

Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya
mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu
yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa
keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan
hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem
khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang
memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa yang ada.

Kawasan Hutan Payau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami
hutan payau atau jenis tanaman lain yang berfungsi memberikan perlindungan
kepada keanekaragaman hayati pantai dan lautan.

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli,
dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu
pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan Kkoleksi
tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan
jenis asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,
pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk
dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam.
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